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BAB V 

PENUTUP 

A.  KESIMPULAN  

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan analisa yang telah 

dilakukan, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan dari permasalahan yang 

ada, antara lain:  

1. Pemerintah memiliki peran dalam hal pembangunan, untuk itu 

pemerintah melaksanakan anggaran berbasis kinerja yang meliputi 

pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat 

pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing 

kelompok indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran 

instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana 

tingkat capaian) dan masing-masing indikator sasaran yang telah 

ditetapkan dalam dokumen rencana kerja.  

2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Klaten dalam 

melaksanakan anggaran berbasis kinerja adalah adanya Kualitas Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) 

SKPD yang belum optimal sehingga menyebabkan keterlambatan 

penyusunan APBD. Selain itu, keterlambatan penyusunan APBD 

memberikan dampak yang meresahkan masyarakat karena apabila 
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terlambat maka kegiatan pembangunan kabupaten terlambat, terlambat 

dana transfer ke desa, dan kemungkinan terlambatnya pembayaran gaji 

pegawai. Selanjutnya permasalahan yang mempengaruhi penerapan 

anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten Klaten yakni 

keterbatasan sumber daya manusia (SDM), Keterbatasan kualitas sumber 

daya manusia mengakibatkan masih kurangnya pemahaman petugas 

perencanaan SKPD mengenai indikator kinerja sehingga indikator 

kinerja yang dirumuskan dalam dokumen pelaksanaan anggaran baru 

sebatas melanjutkan apa yang ada tahun sebelumnya tanpa melihat 

bagaimana kualitasnya.  

3. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam permasalahan yang 

dihadapi dalam penerapan Tata Kepemerintahan dalam melaksanakan 

Anggaran Berbasis Kinerja adalah menentukan indikator kinerja yang 

jelas agar kinerja dapat diukur dan diperbandingkan. Selain itu, 

diadakannya evaluasi kinerja yang efesien untuk melihat output dan input 

baik untuk rencana maupun realisasinya. Selanjutnya, melakukan 

penindakan yang tegas terhadap segala penyimpangan yang bertentangan 

dengan hukum dan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan Anggaran 

Berbasis Kinerja sesuai dengan amanat Ketetapan MPR Nomor 

XI/MPR/1999 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme. 
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B. SARAN 

1. Harus adanya tindakan yang tegas dalam penyimpangan ataupun 

permasalahan pengelolaan keuangan, sebab permasalahan pengelolaan 

keuangan daerah dalam melaksanakan anggaran kinerja adalah 

permasalahan yang sangat riskan terjadi.  

2. Harus adanya evaluasi mengenai sistem pengukuran kinerja agar diketahui 

pencapaian realisasi, kemajuan, dan kendala yang dijumpai dalam rangka 

pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan 

pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang. 

3. Berdasarkan kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Klaten dalam 

melaksanakan anggaran berbasis kinerja, dapat diberikan saran sebagai 

berikut:  

a. Perlu adanya penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 tahun 2005 

dalam pengajuan anggaran. 

b. Komunikasi antar Badan/Dinas/Kantor dalam memberikan layanan 

untuk merumuskan dan menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM). 
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